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TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Terdahulu
Penelitian yang terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Program City 
Walk di Kota Surakarta yang telah dikaji sebelumnya sebagai berikut : 
1. Prastiwi Ari Yuniati, 2008, mengkaji tentang Rencana Tata Kota 
Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pembangunan City Walk 
di Surakarta.
Dalam penelitian   Rencana Tata Kota Dalam Rangka Mendukung 
Pelaksanaan Pembangunan City Walk di Surakarta   bertujuan untuk 
mengetahui dan mengkajii apakah rencana tata kota mampu mendukung 
pelaksanaan pembangunan City Walk di Kota Surakarta selain itu juga 
untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam 
pembangunan City Walk di Kota Surakarta dan solusinya. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskritif kualitatif, dengan lokasi penelitian di 
Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Surakarta. Berdasarkan penelitian ini 
diperoleh hasil bahwa Rencana Tata Kota mampu untuk mendukung 
pelaksanaan pembangunan City Walk di kota Surakarta. Hal ini dapat 
dilihat dengan sudah berjalannya pembangunan City Walk di Kota 
Surakarta.. Hambatan yang timbul dalam City Walk adalah hambatan 
teknis dan non teknis.
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2. Muhammad Fauzin Aniskurlillah, 2012, mengkaji tentang 
Efektivitas City Walk Dalam Mendukung Tata Ruang Kota 
Surakarta Tahun 2012.
Penelitian   Efektivitas City Walk Dalam Mendukung Tata Ruang 
Kota Surakarta Tahun 2012    bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
City Walk khusunya dalam pendukung tata ruang kota surakarta tahun 
2012 dan untuk mengatuhui karakteristik pengguna kota City Walk di 
kota Surakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan hasil penelitian yaitu tingkat efektivitas City Walk kota 
Surakarta tahun 2012 tergolong masih buruk dengan masih banyaknya 
masalah yang ada meliputi kurangnya fasilitas pendukung dan masih 
adanya parkir liar. Karakteristik pengguna City Walk adalah terbanyak 
tamatan SMA.
3. Rahmat Budhi Santoso. 2010. Peran City Walk Sebagai Pendukung 
Perkembangan Pariwisata Kota Solo.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui city walk sebagai factor 
pendukung perkembangan pariwisata kota Solo dan untuk mengetahui 
promosi yang diusahakan dalam pengembangan city walk sebagai factor 
pendukung pariwisata kota Solo Dalam penelitian ini menggunakan 
tehnik mengumpulkan data antara lain : Observasi, Wawancara 
(interview), Study Pustaka. Setelah mengumpulkan data, dan selanjutnya 
menganalisis data dengan metode kualitatif yang disajikan secara 
diskriptif yaitu menguraikan apa yang ada dari permasalahan dalam 
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penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwaa Solo City 
Walk adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk mengembalikan ruang 
publik yang pernah ada dalam aktivitas masyarakat Solo dimasa lampau. 
Sejak diresmikan pada 1 Oktober 2007 lalu, city walk menjadi ajang bagi 
berbagai promosi pariwisata di Kota Solo. Dari semua potensi wisata 
yang ada di city walk tersebut dapat mendukung pariwisata kota Solo 
untuk lebih maju.
4. Damianus Ding. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp)
Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana Efektivitas 
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari 
Kabupaten Mahakam Ulu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara 
umum efektivitas pelaksanaan PNPM-MP di Desa Noha Boan secara 
khusus program simpan pinjam perempuan (SPP) belum cukup efektif, 
hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah pembangunan prasarana 
seperti: semenisasi jalan gang, saluran air bersih, saluran drainase, dan 
tangga tepian.
5. Mohammad Reza Noruzi, EMBA, PhD Student.  2011.  Policy Affairs 
and Policy Implementation Issues ; How Policy Implementation Can 
Be Effective?. Journal of Public Administration and Governance. 
(Vol. 1, No. 1. ISSN 2161-7104)
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Pelaksanaan suatu Kebijakan merupakan salah satu faktor penting 
dalam mengatur situasi, jika sebuah perusahaan atau pada umumnya 
tidak dapat mematuhi dari strategi implementasi kebijakan yang baik itu 
tidak dapat berhasil. Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari pentingnya 
kebijakan, kebijakan sosial dan yang terkait.
Berdasarkan penelitian yang telah dikaji sebelumnya, maka dapat dibuat
tabel tentang kajian terdahulu untuk melihat relevansi dengan penelitian ini.
Tabel 2.1 
Kajian Terdahulu
No. Peneliti, Tahun, Judul Metode Isi relevansi
1. Prastiwi Ari Yuniati, 
2008, mengkaji 
tentang Rencana Tata 
Kota Dalam Rangka 
Mendukung 
Pelaksanaan 
Pembangunan City 
Walk di Surakarta.
Penelitian 
Deskriptif 
Kualitatif
Rencana Tata Kota 
mampu untuk mendukung 
pelaksanaan 
pembangunan City Walk
di kota Surakarta. Hal ini 
dapat dilihat dengan 
sudah berjalannya 
pembangunan City Walk
di Kota Surakarta.. 
Hambatan yang timbul 
dalam City Walk adalah 
hambatan teknis dan non 
teknis.
Persamaan : 
Sama-sama mengkaji 
tentang city walk di 
Kota Surakarta
Perbedaan :
Tujuan yang berbeda, 
Penelitian ini lebih 
fokus pada rencana 
tata kota dalam 
mendukung 
pelaksanaan 
pembangunan city 
walk di Surakarta 
2. Muhammad Fauzin 
Aniskurlillah, 2012, 
mengkaji tentang 
Efektivitas City Walk 
Dalam Mendukung 
Tata Ruang Kota 
Surakarta Tahun 
2012.
Metode 
deskriptif 
kualitati
tingkat efektivitas City 
Walk kota Surakarta tahun 
2012 tergolong masih 
buruk dengan masih 
banyaknya masalah yang 
ada meliputi kurangnya 
fasilitas pendukung dan 
masih adanya parkir liar. 
Karakteristik pengguna 
Persamaaan :
Mengkaji tentang city 
walk di Surakarta
Perbedaan :
tujuan untuk 
mengetahui 
efektivitas City Walk
khusunya dalam 
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City Walk adalah 
terbanyak tamatan SMA.
pendukung tata ruang 
kota surakarta tahun 
2012 dan untuk 
mengatuhui 
karakteristik 
pengguna kota City 
Walk di kota 
Surakarta. 
3. Rahmat Budhi 
Santoso. 2010. Peran 
City Walk Sebagai 
Pendukung 
Perkembangan 
Pariwisata Kota 
Solo.
Metode 
kualitatif 
yang 
disajikan 
secara 
diskriptif
Solo City Walk adalah 
sebuah proyek yang 
bertujuan untuk 
mengembalikan ruang 
publik yang pernah ada 
dalam aktivitas 
masyarakat Solo dimasa 
lampau. Sejak diresmikan 
pada 1 Oktober 2007 lalu, 
city walk menjadi ajang 
bagi berbagai promosi 
pariwisata di Kota Solo. 
Dari semua potensi wisata 
yang ada di city walk 
tersebut dapat mendukung 
pariwisata kota Solo 
untuk lebih maju.
Persamaan :
Sama-sama 
mengakaji tentang cit 
walk di Surakarta.
Perbedaan :
untuk mengetahui 
promosi yang 
diusahakan dalam 
pengembangan city 
walk sebagai factor 
pendukung pariwisata 
kota Solo
4. Damianus Ding. 
2014. Efektivitas 
Pelaksanaan 
Program Nasional 
Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri 
Perdesaan (Pnpm-
Mp)
Metode 
penelitian 
deskriptif 
kualitatif
secara umum efektivitas 
pelaksanaan PNPM-MP 
di Desa Noha Boan secara 
khusus program simpan 
pinjam perempuan (SPP) 
belum cukup efektif, hal 
ini dapat dibuktikan 
dengan adanya sejumlah 
pembangunan prasarana 
seperti: semenisasi jalan 
gang, saluran air bersih, 
saluran drainase, dan 
tangga tepian.
Persamaan :
Mengkaji tentang 
efektivitas 
pelaksanaan suatu 
program
Perbedaan :
Tujuan, lokasi
penelitian, aspek 
dalam melihat 
efektivitas berbeda
14
5. Mohammad Reza 
Noruzi, EMBA, PhD 
Student.  2011. 
Policy Affairs and 
Policy 
Implementation 
Issues ; How Policy 
Implementation Can 
Be Effective?.
Journal of Public 
Administration and 
Governance. 
Tulisan ini bertujuan 
untuk mempelajari 
pentingnya kebijakan, 
kebijakan sosial dan yang 
terkait.
Persamaan :
Mengkaji tentang 
pelaksanaan suatu 
kebijakan atau 
program
Perbedaan :
Tujuan, lokasi 
penelitian serta aspek 
dalam melihat 
efektivitas 
pelaksanaan suatu 
program.
Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dismipulkan bahwa Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tujuan penelitian, dalam 
penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan program City 
Walk di Kota Surakarta dan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 
baik itu pendukung maupun penghambat dari pelaksanaan program City Walk
Di Kota Surakarta. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan aspek 
menurut Nakamura yaitu pencapaian tujuan atau hasil, kepuasan kelompok 
sasaran dan sistem pemeliharaan sebagai pedoman dalam melihat efektivitas 
pelaksanaan program City Walk di Kota Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam melihat faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan program City Walk di Kota Surakarta
B. Efektivitas
Suatu program atau kebijakan dibuat oleh pemerintah, biasanya  
dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali tindakan yang telah 
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dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan 
karena faktor lain yang tidak terduga. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. 
Salah satu aspek dasar dalam melihat suatu program atau kebijakan adalah
dengan efektivitas.
Efektvitas menurut Ratminto (2005:174), yaitu tercapainya suatu tujuan 
yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran  jangka  panjang 
maupun misi organisasi.
Sedangkan Suryokusumo (2008:14), menjelaskan efektivitas secara 
sederhana yaitu dapat diartikan   tepat sasaran  , yang juga lebih diarahkan
pada  aspek  kebijakan,  artinya  program-program  pembangunan yang akan
dan sedang dijalankan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan
rakyat yang benar-benar memang diperlukan untuk mempermudah atau
menghambat pencapaian tujuan yang akan dicapai.
Selanjutnya Steers (1985:87), mengemukakan bahwa: 
  Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem 
dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan 
sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa 
memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya  .
Efektivitas menurut Siagian (2001:24), mendefinisikan sebagai berikut :
  Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 
dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya 
untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. 
Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran 
yang telah ditetapkan. Jika hasil mendekati bearti makin tinggi 
efektivitasnya  .
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Berdasarakan beberapa pengertian diatas penulis dapat disimpulkan 
bahwa efektivitas adalah suatu aspek untuk melihat seberapa berhasil suatu 
program atau kebijakan yang dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Program atau kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila 
mendekati tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dan bearti bahwa 
efektivitasnya tinggi. 
Pada  dasarnya  pelaksanaan  suatu  program  juga merupakan suatu 
proses belajar bagi para pelaksana sendiri, sehingga dibutuhkan beberapa 
aspek untuk melihat seberapa jauh suatu kegiatan atau prorgram maupun 
kebijakan itu dapat berhasil atau tidak dalam pelaksanaanya.
Henry, Brian dan White dalam Wibawa (1994:65), mengemukakan  
beberapa aspek yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas program atau 
kebijakan yaitu:
a) Waktu pencapaian
b) Tingkat pengaruh yang diinginkan.
c) Perubahan perilaku masyarakat.
d) Pelajaran  yang diperoleh para pelaksana proyek.
e) Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya.
Adapun menurut Nakamura (1980 :146), suatu keberhasilan pelaksanaan 
program atau kegiatan akan terpenuhi bila memenuhi lima aspek, yaitu:
a) Pencapaian tujuan atau hasil
Merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan 
kebijakan. Meskipun  kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh 
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orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah
diimplementasikan,  namun tanpa hasil yang dicapai tidak dapat 
diukur, dirasakan, maupun diamati dan dinikmati secara langsung 
oleh warga atau masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa program 
tersebut tidak berhasil atau gagal
b) Efesiensi
Merupakan pemberian penilaian apakah kualitas suatu kinerja yang 
terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang  
dikeluarkan. Efesiensi dalam pelaksanaan program bukan hanya
berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan
dengan  kualitas program, waktu pelaksanaan dan sumber daya yang  
digunakan.  Dengan demikian suatu program dapat terimplementasi 
dengan baik apabila terdapat perbandingan terbaik atau kualitas 
program dengan biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan.
c) Kepuasan kelompok sasaran
Dampak  secara  langsung  dari  program  yang  dilakukan  terhadap 
kelompok  sasaran. Aspek ini sangat menentukan  bagi keikutsertaan 
dan respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan dan  
mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa  adanya kepuasan dari  
pihak  sasaran  kebijakan,  maka program tersebut dianggap belum 
berhasil.
d) Daya tanggap client 
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Dengan  adanya  daya  tanggap yang positif dari masyarakat (dalam 
hal ini masyarakat atau kelompok sasaran) maka dapat dipastikan
peran  serta  mereka  pada  kebijakan  yang  ada  akan  meningkat.
Masyarakat akan mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap 
kebijakan dan keberhasilan pelaksana. Ini bearti kebijakan akan 
mudah diimplementasikan.
e) Sistem pemeliharaan
Dalam hal ini pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Tanpa  
adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinue maka 
betapapun baiknya hasil program akan dapat berhenti ketika bentuk 
nyata hasil dari program tersebut mulai pudar. Kunci dalam sistem 
pemeliharaan ini adalah konsistennya instansi dalam pemeliharaan 
yang stabil dan berkelanjutan sehingga program tetap eksis.
Dari sejumlah aspek yang digunakan sebagai acuan dalam melihat
efektivitas, perlu penulis tegaskan bahwa dalam penelitian ini untuk melihat 
efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Nakamura (1980:46),
penulis mengambil 3 aspek, sebagai berikut:
1) Pencapaian tujuan atau hasil
Merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan 
kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh 
orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah 
diimplementasikan,  namun tanpa hasil seperti yang diharapkan, 
maka dapat dikatakan  bahwa program tersebut tidak berhasil atau 
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gagal. Dalam hal ini melihat tujuan awal program City Walk di Kota 
Surakarta apakah sudah tercapai sesuai yang telah ditentukan.
2) Kepuasan kelompok sasaran
Dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap 
kelompok sasaran. Aspek ini sangat menentukan bagi keikutsertaan  
dan respon warga  masyarakat dalam mengimplementasikan dan  
mengelola hasil-hasil program tersebut. Dalam hal ini tentunya 
masyarakat pengguna City Walk, seperti para pejalan kaki, para 
pedagang di kawasan City Walk dan masyarakat lain pada umumnya. 
Untuk melihat bagaimana respon terkait dengan adanya program
City Walk.
3) Sistem pemeliharaan
Dalam  hal  ini  pemeliharaan  terhadap  hasil-hasil  yang  dicapai. 
Tanpa  adanya  sistem  pemeliharaan  yang  memadai  dan  kontinue 
maka betapapun baiknya hasil program akan dapat berhenti ketika 
bentuk nyata hasil dari program tersebut mulai pudar. Sistem
pemeliharaan ini dilakukan agar pelaksanaan program City Walk 
dapat berjalan dengan lancar serta aparat pelaksana yang konsisten 
terhadap tujuan pelaksanaan program yang masih berlanjut sampai 
saat ini. 
Dengan menggunakan aspek ini diharapkan dapat melihat efektivitas 
pelaksanaan program City Walk di Kota Surakarta, karena aspek ini lebih 
dapat menunjukan suatu keberhasilan pelaksanaan program karena 
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melibatkan tidak hanya aparat birokrasi sebagai pembuat program tetapi 
juga melibatkan pengguna sehingga dapat menilai lebih nyata tanpa 
rekayasa.
C. Implementasi
1. Pengertian Implementasi 
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari 
proses kebijakan publik. Implementasi merupakan keharusan setelah 
dilakukan perumusan masalah dan dibuat keputusan kebijakan mana 
yang harus diambil dalam pemecahan masalah tersebut.
Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (1974:447) dalam Widodo 
(2007:86) :
  Policy implementation encompasses those actions by public and 
private induviduals (or groups) that are directed at the achievement 
of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one 
time efforts to transform decisions into operational terms, as well as 
continuing efforts to achieve the large and small changes mandated 
by policy decisions  .
Donald S. Van Mater menjelaksan bahwa implementasi kebijakan 
menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak 
pemerintah maupun individual (atau kelopok) swasta yang diarahkan 
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 
keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, 
berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola 
operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai 
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perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan  
keputusan kebijakan tertentu. 
Lebih lanjut mazmania dan sabatier dalam Widodo (2007:88),
menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan 
mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan 
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat 
pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif
yang penting atau badan peradilan.
Dalam Jurnal of academic reseach business and social science, 
Volume 3, Nomor 2, Februari 2013, ISSN : 2222-6990  menjelaskan 
bahwa : 
  Public policy as Mabogunje (1981:295-328) says are those definite 
acts or actions of government geared towards the fulfillment of the 
obligation of government on the citizens, which are the maintenance 
of law and order, the provision of social and economic facilities 
needed for an enhanced standard of living of the people etc. Public 
policy is usually organized around activities and the strategies to be 
adopted for its implementation. Akpan (1982:32) says that policy 
may take legal form of laws passed by the legislative decision of a 
government, cabinet or boards of directors of public corporations or 
private companies and even instructions issued by department 
authorities etc. It consists of patterns of action by government 
officials equally authoritative and legally binding and with legally 
coercive quality (Anderson: 1979:3). Policy implementation 
embraces issuing and enforcing of directives, disbursing of funds, 
hiring of personnel, negotiating with private citizens of the society 
it  s for full realization. It is concerned with the putting plans and 
decisions into action. It is a very vital phase of policy process 
(Uwazuruike, 1991: 14). Implementation is the process of giving 
effect to policy so that the objectives of the policy can be achieved. 
Simply put, it is the stage, which involves the execution of the policy 
as articulated and adopted. It has to do with moving forward 
policy/programmes objectives by means of administrative and 
political steps.
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Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Kebijakan publik menurut 
Mabogunje (1981: 295-328), mengatakan adalah tindakan-tindakan 
tertentu atau tindakan pemerintah diarahkan pada pemenuhan kewajiban 
pemerintah pada warga, yang merupakan pemeliharaan hukum dan 
ketertiban, penyediaan sosial dan Fasilitas ekonomi yang diperlukan 
untuk standar disempurnakan hidup rakyat. Kebijakan publik biasanya 
diselenggarakan dari berbagai kegiatan dan strategi yang akan diadopsi 
untuk pelaksanaannya. Akpan (1982: 32), mengatakan bahwa kebijakan 
dapat mengambil bentuk hukum dari hukum yang disahkan oleh 
keputusan legislatif dari pemerintah, kabinet atau dewan direksi dari 
perusahaan publik atau perusahaan swasta dan bahkan instruksi yang 
dikeluarkan oleh departemen pemerintah dll Ini terdiri dari pola-pola 
tindakan oleh pejabat pemerintah sama-sama berwibawa dan mengikat 
secara hukum dan dengan kualitas hukum koersif (Anderson: 1979: 3). 
Implementasi kebijakan mencakup mengeluarkan dan menegakkan 
arahan, menyalurkan dana, mempekerjakan personil, negosiasi dengan 
warga negara dari masyarakat itu untuk realisasi penuh. Ini  peduli 
dengan rencana menempatkan dan keputusan ke dalam tindakan. Ini 
adalah fase yang sangat penting dari proses kebijakan (Uwazuruike, 
1991: 14). Implementasi adalah proses pemberian efek kebijakan 
sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai. Sederhananya, itu 
adalah tahap, yang melibatkan pelaksanaan kebijakan sebagai 
diartikulasikan dan diadopsi. Ini ada hubungannya dengan bergerak maju 
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kebijakan atau program sasaran dengan cara langkah administratif dan 
politik.
Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145), berbendapat bahwa 
implementasi  adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan 
yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, (benefit) atau 
suatu jenis keluaran yang nyata (tangiable output). Istilah implementasi 
menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud 
tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan ole para 
pejabat pemerintah.
Sementara itu Grindle dalam Winarno (2007:146), juga memberikan 
pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara 
umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) 
yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai 
dampak dari suatu kegiatan pemerintah
Berdasarkan pengertian implementasi menurut beberapa para ahli 
dapat disimpulkan penulis bahwa implementasi merupakan salah satu 
tahapan proses kebijakan publik yang harus dilakukan berupa tindakan-
tindakan yang mentransformasikan suatu keputusan-keputusan yang 
mempunyai maksud-maksud dan tujuan-tujuan program yang telah 
ditetapkan sebelumnya oleh para pejabat pemerintah guna melihat 
dampak kebijakan apakah dapat menyelesaikan masalah publik yang 
sebelumnya telah dirumuskan. 
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2. Tahapan Implementasi 
Setelah memehami tentang implementasi, tentu kita bertanya-tanya 
apa saja aktivitas atau tahapan apa saja yang dilakukan saat proses 
implementasi kebijakan. Mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan saat 
proses implementasi dapat dijelaskan menurut Jones dalam Gaffar (1997) 
dalam Widodo (2007:89), aktivitas implementasi kebijakan terdapat 3 
macam antara lain sebagai berikut :
1) Pengorganisasian
Suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, 
unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya 
mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
2) Interprestasi
Interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dari suatu 
kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami 
sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran 
kebijakan.
3) Aplikasi
Merupakan aktivitas penyediaan secara rutin, pembayara atau 
lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.
Sedangkan dalam Purwanto (2012 :71-78), untuk menjamin 
implementasi dapat berjaan dengan lancar, maka harus melakukan 
beberapa tahapan dalam proses implementasi yaitu:
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1. Sosialisasi 
Sosialisasi adalah penyampaian informasi kepada kelompok sasaran 
dengan tujuan kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan 
diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan menerima 
berbagai program yang dinisisasi oleh pemerintah tetapi juga ikut 
berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan 
kebijakan.
2. Pelaksanaan / Delivery Activities
Kegiatan untuk menyampaikan policy output kepada kelompok 
sasaran. Delivery Activities dinilai berhasil apabila sampai atau 
diterima oleh kelompok sasaran dengan baik. Kriteria baik disini 
dapat dijelaskan melalui beberapa indikator yaitu tepat waktu 
penyampaian, tepat kuantitas, tepat kualitas dan tepat sasaran. 
3. Hasil kebijakan / Policy Outcome
Ketika Policy Outcome telah sampai kepada kelompok sasaran maka 
dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan policy 
effect (efek suatu kebijakan) atau dalam konseptualisasi para ahli 
sering disebut juga sebagai initial outcome aitu dampak yang 
lagsung dirasakan oleh kelompok sasaran. Policy effect oleh para 
ahli kemudian disebut sebagai policy outcomes (hasil kebijakan). 
Policy outcome perlu dibandingkan dengan tujuan kebijakan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Apabila policy outcome mampu 
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mewujudkan tujuan maka kita bisa mengatakan bahwa kinerja 
implementasi kebijakan tersebut tinggi.
Menurut Brian W. Hongwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab 
(1991 : 36), untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang 
ditetapkan maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan 
sebagai berikut :
Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan :
1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penentuan tujuan 
secara jelas.
2. Menentukan standart pelaksanaan 
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan
Tahap II yaitu merupakan pelaksanaan program dengan 
mendayagunakan struktur staff, sumber daya prosedur, biaya serta 
metode.
Tahap III yaitu kegiatan-kegiatan yang meliputi :
1. Menentukan jadwal
2. Melakukan pemantauan
3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 
program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau 
pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dan cepat dilakukan.
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Berikut tahapan implementasi dalam Pelaksanaan Program City 
Walk di Kota Surakarta yaitu meliputi :
1. Tahapan Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung 
oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran yang bertujuan 
memberikan penjelasan mekanisme pelaksanaan program City Walk, 
tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. 
2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan melibatkan masyarakat kelompok sasaran program City 
Walk yang meliputi jadwal pelaksanaan, pemantauan dan 
pengawasan pelaksanaan program.
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi 
Kebijakan 
Program pada dasarnya untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan 
tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun  faktor-
faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  implementasi program 
pembangunan city walk tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  model  
implementasi kebijakan.
Berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn dalam Winarno 
(2007:155), mengemukakan 6 variabel yang  mempengaruhi kinerja  
implementasi. Enam variabel tersebut adalah :
1) Standar dan sasaran kebijakan
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Standar dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan konkret  
sehingga kita bisa mengukur sejauh mana telah dilaksanakan dan  
bagaimana pula tingkat keberhasilannya karena kinerja kebijakan  
pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar 
dan sasaran tersebut telah dilaksanakan dan bagaimana  pula tingkat 
keberhasilannya.
2) Sumber daya
Kebijakan menuntut adanya sumber daya baik yang berupa dana  
maupun insentif yang lain yang kemungkinan dapat mendorong 
terlaksananya implementasi secara efektif.    
3) Komunikasi Antar Organisasi dan Pengukuhan Aktivitas
Suatu kebijakan agar berhasil dalam implementasinya haruslah  
tercipta suatu komunikasi yang baik (terpadu) antar organisasi 
pelaksana serta adanya penetapan (pengukuhan) dan kejelasan  dari 
serangkaian tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam 
implementasi kebijakan tersebut.
4) Karakteristik Birokrasi Pelaksana
Karakteristik yang bisa disebut antara lain kompetensi dan  jumlah 
staf,  rentang dan derajat pengendalian, dukungan politik  yang 
dimiliki, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan serta  kebebasan 
komunikasi dan keterbukaan kaitan dengan pembuat kebijakan.
5) Tingkat kepatuhan serta responsivitas kelompok sasaran (Kondisi 
Sosial, Ekonomi dan Politik)
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Hal ini berdasarkan pada beberapa pertanyaan, misalnya: apakah  
sumber daya ekonomi yang dimiliki mendukung keberhasilan  
implementasi? Bagaimana keadaan sosial ekonomi dari masyarakat 
yang dipengaruhi kebijakan?
6) Sikap Pelaksana
Sikap individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respon  
mereka terhadap keterkaitan antar variabel tersebut. Wujud  respon 
pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya  
implementasi. 
Gambar II.1
Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn
Komunikasi Antar Organisasi dan Pengukuhan 
Aktivitas
Standart dan 
sasaran kebijakan
Karakteristik badan 
pelaksana
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
kinerja
Disposisi Pelaksana
Sumber daya
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Selanjutnya Model dari Merilee Grindle  dalam  buku  Agustino 
(2008:155), mengemukakan bahwa  implementasi  kebijakan  secara  
garis  besar dipengaruhi oleh 2 variabel  utama yaitu isi kebijakan dan 
konteks implentasinya.
Variable isi kebijakan mencakup :
1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau groups termuat 
dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups
3. Sejauh mana perubahaan yang diinginkan dari sebuah kebijakan 
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat 
5. Apakah sebuah kebijakan menyebutkan implementasi secara rinci. 
6. Apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai.
Variabel konteks kebijakan mencakup :
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran
Model George C Edward III, dalam pandangan Edward III dalam 
Agustino (2008:149), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 
variable yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 
birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubungan.
1. Komunikasi 
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Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 
implementasi apa yang harus dilakukan.apa yang menjadi tujuan dan 
sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 
2. Sumberdaya
Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 
konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya 
untuk melaksanakan kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Sumber 
daya dapat berwujud sumber daya manusia, dan sumber daya 
finansial. Tanpa adanya dukungan sumber daya dapat dipastikan 
kebijakan tidak dapat terlaksana dan hanya menjadi dokumen saja.
3. Disposisi
Disposisi merupakan watak atau karateristik yang dimiliki 
implementator berupa komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. 
Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia akan 
menjalakan kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 
ditetapkan sebelumnya.
4. Struktur birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap implementasi 
kebijakan. Salah satu aspek yang penting bagi setiap organisasi yaitu 
SOP (standart operational procedure). SOP menjadi pedoman yang 
sangat penting bagi organisasi.
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Dalam Jurnal of Public Administration and Governance, Volume 1, 
Nomor 1, 2011, ISSN : 2161-7104 menjelaskan bahwa :
  Effective factors in Policy implementation
According to the Mental Health Policy Implementation Guide 2005, 
there are some important
steps for developing policy implementation as comes in the 
following:
1. Local services and local organizations must develop focused 
definitions of dual diagnosis which reflect local patterns of need 
and clarify the target group for services
2. Citizens should aware of learning policy implementations;
3. All should aware of policy implementation process in their 
sphere;
4. All staff must be trained and equipped to work with dual 
diagnosis;
5. Adequate numbers of staff in crisis resolution, early intervention, 
community teams and services must also be suitably trained;
6. All social economies must map services and need for having good 
policy and implementing policy; 
Jurnal ini menjelaskan bahwa Faktor   faktor yang mempengaruhi 
kefektifan suatu implementasi kebijakan Menurut Panduan Penerapan 
Kebijakan Kesehatan Mental 2005, ada beberapa langkah penting untuk 
mengembangkan implementasi kebijakan sebagai datang berikut:
1. layanan lokal dan organisasi lokal harus mengembangkan definisi 
fokus diagnosis ganda yang mencerminkan pola lokal kebutuhan dan 
memperjelas kelompok sasaran untuk layanan;
2. Warga harus menyadari belajar implementasi kebijakan;
3. Semua harus menyadari proses pelaksanaan kebijakan di bidang 
mereka;
4. Semua staf harus dilatih dan dilengkapi untuk bekerja dengan 
diagnosis ganda;
33
5. nomor memadai staf dalam resolusi krisis , intervensi dini, tim dan 
layanan masyarakat juga harus sesuai dilatih;
6. Semua ekonomi sosial harus memetakan layanan dan perlu untuk 
memiliki kebijakan yang baik dan melaksanakan kebijakan;
Penulis dalam melihat faktor-faktor yang memepengaruhi efektivitas 
pelaksanaan program City Walk di Kota Surakarta menggunakan model 
Van Meter dan Van Horn. Model Van Meter dan Van Horn digunakan 
penulis karena dalam model tersebut lebih jelas dan tepat dalam melihat 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 
program City Walk baik pendukung maupun penghambat, meliputi :
1. Sumber daya
Program City Walk apakah didukung  adanya  sumber  daya yang 
ada, yang  kemungkinan dapat mendorong terlaksananya 
implementasi secara efektif.    
2. Komunikasi Antar Organisasi dan Pengukuhan Aktivitas
Komunikasi seperti apa yang digunakan oleh aparat pelaksana dalam 
mendukung pelaksanaan program City Walk di Kota Surakarta.
3. Tingkat kepatuhan kelompok sasaran 
Tingkat kepatuhan dalam melaksanakan program untuk melihat 
seberapa jauh tingkat kepatuhan dalam mendukun keberhasilan suatu 
kebijakan. Terutama tingkat kepatuhan kelompok sasaran dalam hal 
pelaksanakan program City Walk di Kota Surakarta
.
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4. Sikap Pelaksana
Respon apa yang diberikan oleh aparat pelaksana dalam mendukung 
pelaksanaan program City Walk di Kota Surakarta.
D. Pengertian City Walk 
City Wak dalam Shirvani (1985), yaitu pedestrian bagian dari public 
space dan merupakan aspek penting sebuah urban space, baik berupa square 
(lapangan-open space) maupun street (jalan-koridor).
City Walk dalam Yuniarti (2008), yaitu koridor ruang terbuka untuk para 
pejalan kaki yang menghubungkan beberapa fungsi yang mempunyai daya 
tarik tertentu sebagai aktivitas komersial, wisata budaya, keindahan arsitektur 
yang membentuk konfigurasi yang menunjukan kharatekristik yang khas pada 
sebuah kota.
City Walk dalam wikipedia merupakan Kawasan pejalan kaki kawasan 
yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki, kendaraan pribadi dilarang 
masuk, dan dikawasan ini pejalan kaki yang diutamakan.
Berdasarkan beberapa pengertian City Walk diatas dapat disimpulkan 
bahwa City Walk merupakan koridor khusus pejalan kaki yang dapat 
dimanfaatkan untuk akses komersial, wisata budaya, dan kegiatan sosial 
lainnya sehingga mampu menghadirkan suasana dan lingkungan yang baru 
dan unik pada sebuah kota.
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E. Program City Walk di Kota Surakarta
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 
Nomor 8 Tahun 1993 tentang RUTRK Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surakarta Tahun 1993   2013; yang dimaksudkan dapat menjadi pedoman 
bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, 
terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, serta sejalan kondisi lingkungan 
global.
Program Pemerintah Surakarta dalam meningkatkan kualias tata ruang 
kota yaitu melalui program diantaranya program City Walk. Pembangunan 
City Walk di Kota Surakarta telah dilakukan pada tahun 2007. City Walk
Surakarta merupakan sebuah program berupa kawasan pejalan kaki (koridor) 
yang bertujuan untuk mengembalikan ruang publik yang pernah ada dan 
untuk mengangkat potensi Surakarta. Adapun segmen-segmen yang 
dikembangkan di City Walk di Kota Surakarta diantaranya :
1. Purwosari - Brengosan (Jl. Slamet Riyadi) ditata sebagai wisata belanja 
dan kuliner
2. Brengosan   Gendengan (Jl. Slamet Riyadi) difokuskan pada wisata 
kuliner
3. Sriwerdari- Ngapeman (Jl. Slamet Riyadi) ditata sebagai wisata belanja 
dan budaya
4. Ngapeman - Gladak (Jl. Slamet Riyadi) ditata sebagai wisata dan budaya
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Segmen-segmen ini dibangun di sepanjang sisi selatan jalan Slamet 
Riyadi yang merupakan jalan protokol di Kota Surakarta. Program City Walk 
di Kota Surakarta tidak lain mempunyai manfaat sebagai berikut :
1. City Walk dapat menumbuhkan aktivitas yang sehat, sehingga 
mengurangi kerawanan kriminalias.
2. City Walk dapat merangsang berbagai kegiatan ekonomi, sehingga dapat 
mendukung perkembangan kawasan bisnis yang menarik.
3. Sangat menguntukan sebagai ajang promosi, pameran dan kampanye.
4. Jalur City Walkmerupakan daerah yang menarik untuk kegiatan sosial, 
berekreasi dll. 
5. City Walk mampu menghadirkan suasana dan lingkungan yang spesifik, 
unik dan dinamis dilingkungan pusat kota.
6. City Walk berdampak positif terhadap upaya penurunan tingkat 
pencemaran udara kota dan suara.
(dalam Prastiwi Ari Yuniarti 2008: 23)
Melihat banyaknya manfaat yang akan dicapai dengan adanya program 
City Walk di Kota Surakarta, ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat 
khususya pengguna jalan dan untuk meningkatkan kualitas tata ruang kota di 
Kota Surakarta. 
F. Kerangka Berpikir
Adapun pedoman dan mempermudah dalam kegiatan penelitian dan juga 
menganalisis hasil penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai 
berikut:
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Gambar 2.2
Kerangka Berpikir
Efektivitas pelaksanaan program City Walk di Kota 
Surakarta
Aspek-aspek efektivitas Pelaksanaan Program City Walk di 
Kota Surakarta diambil dari Nakamura :
1. Pencapaian tujuan atau hasil
2. Kepuasan kelompok sasaran
3. Sistem pemeliharaan
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas Pelaksanaan Program City 
Walk di Kota Surakarta di ambil dari 
model Van Meter dan Van Horn :
1. Sumberdaya
2. Komunikasi Antar Organisasi dan 
Pengukuhan Aktivitas
3. Tingkat kepatuhan kelompok sasaran
4. Sikap pelaksana
Permasalahan yang muncul dalam 
pelaksanaan program City Walk di 
Surakarta :
1. Adanya kendaraan yang masih parkir 
sembarangan di kawasan City Walk
Kota Surakarta
2. Adanya kendaraan yang masih melintas 
di kawasan City Walk Kota Surakarta
3. Masih adanya PKL tidak resmi yang 
berjualan di kawasan City Walk Kota 
Surakarta
4. Kurangnya perawatan fasilitas baik 
sarana maupun prasarana di kawasan 
City Walk 
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Keterangan :
Berdasarkan gambar 2.2 tentang kerangka berpikir dapat dijelaskan 
bahwa dalam penelitian ini dilatarbelakangi masalah yang muncul terkait 
program city walk di Kota Surakarta misalnya masih adanya kendaraan yang 
masih parkir sembarangan di kawasan City Walk Kota Surakarta, adanya 
kendaraan yang masih melintas di kawasan City Walk Kota Surakarta, masih 
adanya PKL tidak resmi yang berjualan di kawasan City Walk Kota Surakarta 
dan kurangnya perawatan fasilitas baik sarana maupun prasarana di kawasan 
City Walk. Hal ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program City Walk 
di Kota Surakarta. Penulis dalam melihat efektivitas Pelaksanaan Program 
City Walk di Kota Surakarta melihat tahapan pelaksanaan program yaitu 
tahap sosialisasi, dan tahap pelaksanaan kebijakan serta dalam melihat 
efektivitas program menggunakan aspek sebagai pedoman menurut 
Nakamura yaitu pencapaian tujuan atau hasil, kepuasan kelompok sasaran 
dan sistem pemeliharaan. Dalam mencapai efektivitas pelaksanaan suatu 
program atau kebijakan tentunya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 
baik itu yang mendukung maupun penghambat, penelitian ini menggunakan 
model Van Meter dan Van Horn untuk melihat faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas Pelaksanaan Program City Walk di Kota Surakarta. 
